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KATA PENGANTAR

uji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan

hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

dapat menyelesaikan penyusunan reviu dokumen Rencana
Strategis atau Reviu Renstra Pengadilan Negeri Bandung Kelas A
Khusus 2020-2024.

Renstra ini menguraikan goal setting jangka menengah 5 tahunan yang

disinkronisasikan dengan indikator tujuan lembaga induk secara

bertahap, mulai dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Bandung
hingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan memuat sasaran dan indikator

sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020-2024.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga
(RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (/ima) tahun dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan

alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi
dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen tujuan dan sasaran kerja
yang sesuai dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih
akuntabel, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dapat melaksanakan peran
kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan tingkat pertama guna
menegakkan hukum dan keadilan perkara pidana dan perdata di wilayah hukum Kota
Bandung, dan penegakan hukum perselisihan Hubungan Industrial dan tindak pidana korupsi

di wilayah hukum provinsi Jawa Barat.




Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal,“$ia

apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perba
disesuaikan dengan kebutuhan prioritas Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Induk dan
kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui reviu setiap tahun-
nya, semoga reviu rencana strategis ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yaitu Mendukung Terwujudnya Pengadilan
Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang Agung.

Bandung, Januari 2023
REGLSRETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG
#LAS 1A KHUSUS

OSERIZAL, SH., MH.
19670913 199212 1 001
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hokum dan keasilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara
Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung
menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum
negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009,
menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer,

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka
penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum
harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak
memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak
memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses
peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.
Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus
perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya
terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari
pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari
pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi
personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa
syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk

memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi



substantif mengartikan bahwa Hakim tidak tunduk pada apap T

hati nuraninya

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan hukum dan keadilan
kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan
peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai amanat Undang-undang No.
25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi
penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan
masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus wajib untuk:
(@) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima; (b)
menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

masyarakat.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus merupakan Satuan Kerja
Lembaga Peradilan di Kota Bandung yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Bandung Jawa Barat di bawah Lembaga Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu
perkara yang memiliki locus delicti di Kota Bandung untuk perkara pidana dan
perdata umum. Sedangkan perkara khusus seperti tindak pidana korupsi dan
perselisihan hubungan industrial, Pengadilan Negeri Bandung memiliki
kekhususan berupa kompetensi relatif dan absolut menangani perkara se-wilayah

hukum provinsi Jawa Barat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan,
Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dituntut mampu memberikan rasa
keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Pengadilan juga wajib memberikan
akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan serta menyampaikan

salinan putusan kepada para pihak.

Penyelenggaraan layanan Publik Pengadilan Negeri Bandung sebagian
besar sudah dapat memberikan servis terbaik kepada masyarakat meskipun

fluktuatif, hal ini sebagaimana indikator survey kepuasan masyarakat 3 bulan



pertama tahun 2022 dengan indeks 3,76 atau 94,11 dan surves
tahun 2022 dengan indeks 3,56 atau 89,11. Total rata-rata empat ka

indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 94,53 %.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan
Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pimpinan secara komitmen terus menerus
mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009
yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2)
melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3)
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan cara briefing para petugas layanan
dilakukan setiap hari, dan briefing mingguan di setiap apel pagi yang

dilaksanakan pada hari Senin, dan apel sore yang dilaksanakan pada hari Jumat.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Bandung

Kelas TA Khusus dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan

eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan

eksternal yang mempengaruhikeberhasilan Pengadilan Negeri Bandung Kelas
IA Khusus secara keseluruhan.

Kekuatan (Strenght):

1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan

melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung

Kelas IA Khusus, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan,

pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia sesuai

dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

2 Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang



dituangkan dalam komitmen pelayanan, perjanjia
integritas yang ditandatangani setiap awal tahun.
Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan
seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA
Khusus untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur yang telah dibuat.

Adanya tunjangan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Bandung
merupakan komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan
produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan secara
prima sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 128/KMA /SK/VIII/2015 tentang Tunjangan
Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Pengadilan Negeri Bandung telah menerapkan system pengawasan
internal di setiap unit kerja dan membuat laporan rutin bulanan yang
dilakukan oleh hakim pengawas bidang. Hal ini sejalan dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan
Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Bandung telah berhasil meraih predikat Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2019 dari Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelemahan (Weakness) :

D

Belum terpenuhinya kuantitas aparatur fungsional untuk mengelola
pekerjaan secara khusus dan fokus menangani bidang yang sesuai
dengan kualifikasi, sehingga masih terdapat rangkap pekerjaan berbeda
secara fungsi.

Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur
masih terbatas dalam memahami standar operasional prosedur

dikaitkan dengan tugas dan fungsi yang terus berubah dan harus selalu



update menyesuaikan dengan kebutuhan masyarak®
dan perkembangan teknologi informasi.

Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi satuan kerja dengan pusat.
Mekanisme pemotongan tunjangan kinerja tidak ditetapkan secara
holistic, sehingga membuka peluang untuk tidak bekerja maksimal bagi

jabatan yang tidak diberlakukan pemotongan tunjangan.

Peluang (Opportunity):

D

3

Penerapan Sistem informasi dalam bekerja dengan memanfaatkan
teknologi informasi dapat mempermudah pengembangan pelaksanaan
tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam
rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan unsur terkait lainnya
untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus di bidang Pelayanan peradilan.

Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan
untuk melakukan reformasi birokrasi dan memberantas KKN.
Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui
pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan

karakter.

Ancaman (Treat):

D

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga
Peradilan.

Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).
Percepatan pelayanan, permasalahan individu, perkembangan
teknologi dan keterbatasan sarana prasarana berdampak pada standar

operasional prosedur yang tidak sesuai dengan hukum acara.



1.2.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA
Khusus akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung
terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan
Negeri Bandung Kelas IA Khusus Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam
Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Berdasarkan faktor-faktor
tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor
Kunci Keberhasilan adalah:

a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas
IA Khusus.

b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.

c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus.
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Selanjutnya untuk lebih fokus dalam memperkuat rencana yang memperjelas
hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai
berikut:

a Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas
yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatukesatuan sistem
yang saling terkait.

b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus agar menjadi profesional.

¢. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
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BAB 11
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok

dan Fungsi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

Visi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS
YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menunjukkan lembaga
peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama

yang berkedudukan di Kota Bandung.

2 Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan,

keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misiadalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA
Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bandung
Kelas IA Khusus

11



ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terw
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22 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi
dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus. Tujuan yang hendak dicapai
oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

(1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
(2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
(3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;

(4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

13



Tabel 1

Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS
TAHUN 2023

KINERJA INDIKATOR FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN PENANGGUNG SUMBER
UTAMA KINERJA JAWAB DATA
Terwujudnya a. Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Peradilan yang gg;zzzikan Jumlah perkara yang diselesaikan
Pasti, Transparan tepat waktu

Catatan:
dan Akuntabel

o SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat PErtama dan

Laporan
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Bulanan

e  Surat Dirjen Badilum Nomor 486/ Dju/HM.02.3/4/2021 Panitera dan
Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Laporan
Minutasi Dan Pemberkasan Perkara Tahunan

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan

informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara

yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai




SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama

paling lambat 5 (lima) bulan

Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu
adalah 2 (dua)bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

15



b. Jumlah

putusan yang
menggunaka
n pendekatan
keadilan

restoratif

. Persentase

perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum

banding

Jumlah perkara yang deselesaikan dengan restoratif x 100%

Perkara yang diajukan untuk restoratif

Catatan :

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang PEdoman PEnerapan
Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Panitera
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan
restoratif dalam perkara, narkotika melalui penyelesaian

non penal melalui rehabilitasi

Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah

perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan
R]

Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding x 100%

Jumlah perkara yang diselesaikan

Catatan :

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Panitera
banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak

mengajukan upaya hukum banding

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang

diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan

Tahunan

16



d. Persentase

perkara yang

Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum

Kasasi

e. Persentase
perkara
pidanaanak
SRR
diselesaikan
dengan

diversi

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasa

Catatan :

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan

upaya hukum kasasi

Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara
yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan
Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain
pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara

niaga, sengketa pemilu PHI dan permohonan perkara perdata

Jumlah perkara diversi yvang dinyatakan berhasil x 100%

Jumlah perkara diversi

Catatan :

Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah
pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi

dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil

Panitera
Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak

yang diajukan diversi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana

anak

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan
Laporan

Tahunan
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f. Index

persepsi Index Kepuasan Pencari Keadilan

pencari

keadilan yang Keterangan :

Panitera
puasterhadap | pERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan
layanan Penyususnan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Laporan
peradilan Pelayanan Publik Tahunan
¢ Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
Index harus >= 80
Peningkatan a.Persentase Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu x 100%
. . Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/ dikirim
Efektivitas salinan
Pengelolaan putusan yang Catatan :
Penyelesaian dikirim e Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak
» e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan
e kepada para Petikan Putusan
pihak tepat e Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah
waktu diputus/ dikirimkan Laporan
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal Evilleraern
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan .
Panitera dan
Pemberkasan Perkara
¢ Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu Laporan
adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak Tahunan

dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk mengirim salinan
atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada
para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan
menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan
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Meningkatnya
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan

terpinggirkan

b. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui

mediasi

a. Persentase
perkara
prodeo yang

diselesaikan

b. Persentase
perkara yang
diselesaikan

di luar

Catatan :

Jumlah perkara vang diselesaikan melalui mediasi berha

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di
Pengadilan.

Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara
yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan
dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang
tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis
oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap
sebagai mediasi berhasil

Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata
gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan

Jumlah perkara prodeo yvang diselesaikan x 100%
Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo

Catatan :

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara

Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian
prodeo

Jumlah perkara vang diselesaikan di luar gedung pengadilan x 100%

Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan

Keterangan:

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan

Panitera

Panitera

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan

Laporan

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan

Laporan

Tahunan
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Meningkatnya
kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

gedung
pengadilan

c. Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentuyang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(Posbakum)

Persentase
putusan perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang

diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keli
maupun gedung-gedung lainnya)

Paitera
mendapat layanan bantuan hukum x 100%

Jumlah permohonan layanan hukum

Catatan :

Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang
tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada
informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan
terdaftar pada register Posbakum

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan x 100% Panitera
Jumlah permohonan eksekusi

Catatan :

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah
pelaksanaan eksekusi. Penetepan non excutable harus
dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi

Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan
eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan ekseskusi
yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak
diajukan permohonan eksekusi

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti
dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

- Laporan

Bulanan
dan
Laporan

Tahunan

Laporan
Bulanan
dan

Laporan

Tahunan
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Penetapan Target Sasaran Kerja dan Indikator Kinerja

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target
T . . Persentase perkara yang
erwujudnya Proses ) . 100%
] . diselesaikan tepat waktu
1. Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel . Jumlah Putusan yang
menggunakan pendekatan 3%
keadilan restoratif
. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum 78 %
banding
. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya 85 %
hukum Kasasi
. Persentase perkara pidana
anak yang diselesaikan dengan 10%
diversi
. Index persepsi pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 93 %
peradilan
Peningkatan . Persentase salinan putusan
2. EfektivitasPengelolaan ysng dikirim kepada para 100 %
Penyelesaian Perkara pihak tepat waktu
Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi 70
. 0
(perdamaian)
3
Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo 100 %
. . 0
peradilan bagi yangdiselesaikan
masyarakat miskin
dan terpinggirkan

b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan

21



c. Persentase pencari ¥
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)

Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

30 %
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRAT

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

di bawahnya, telah menetapkan visi,yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Visi besar Mahkamah Agung tersebut, membutuhkan langkah-langkah konkret
sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang
terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah,terukur, dan dituangkan
dalam rumusan misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa
2010 - 2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul,
menempatkan 7 (tujuh) area “Peradilan Agung”, yaitu :
Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
Kebijakan-kebijakan pengadilan.
Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
penyelenggaraan persidangan,
Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

Pelayanan pengadilan yang terjangkau.

N S gk »w o=

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan
strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam

beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3)
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Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi

Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang
diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah

Agung.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI
BANDUNG
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Tinggi Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:
1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya
angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan
akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber
daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :

e Pelaksanaan one day minute dan one day publish sehingga putusan dapat di
akses secara online dan cepat oleh masyarakat

e Peningkatan akselerasi penyelesaian perkara dengan metoda pembacaan
serentak.

e Peningkatan kualitas putusan banding melalui pengembangan kemampuan
dengan mengikutsertakan Para Hakim Tinggi dalam Pendidikan dan
Latihan (diklat), Bimbingan Teknis dan Focus Group Discussion

e Pengawasan eksternal dan internal baik secara langsung maupun tidak
langsung berbasiskan Teknologi Informasi. Hal ini untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat..

e Dukungan, pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi

informasi yang sangat memadai dan terstandarisasi guna meningkatkan
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kinerja aparatur.

e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.

e Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan Ke Pengadilan Pengaju tepat
waktu.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan
kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

e Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan
jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan;

e Menindaklanjuti pengaduan dengan cepat dan dipublikasikan berbasiskan
teknologi informasi;

¢ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik scara digital dan mudah diakses melalui sarana drive thru;

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI
BANDUNG KELAS IA KHUSUS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan,Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menetapkan arah kebijakan
dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah
Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :
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Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TekT

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses
Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

a. Sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan.
b. Penyelesaian perkara pidana, perdata

c. Penurunan sisa perkara perdata dan pidana

d. perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum
banding, kasasi dan Peninjauan kembali

e. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

a. Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

c. Berkas perkara yang diajukan banding,Kasasi dan PK secara
lengkap dan tepat waktu
d. Putusan perkara yang menarik masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah diputusan
3. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara

optimal baik internal maupun eksternal.

B. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program
26



dilaksanakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam pelaksanaan

perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatar

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

a.

perkara prodeo yang diseleaikan

b. perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan

bantuan Hukum (Posbakum)

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi).

3.4 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri
Bandung Kelas IA Khusus selama satu tahun ke depan untuk mendorong
terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah
Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap

berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi

yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO JENIS NAMA REGULASI
REGULASI

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

1  Surat Keputusan KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/1/2011 Tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

2 [Surat Keputusan KMA Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar
Pelayanan Publik
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Surat EdaranMahkamah
Agung

Surat Edaran Mahka el gN
Tahun 2014 Tentang Penyeles
Pengadilan Tingkat Pertama Dan
Banding Pada 4

(Empat) Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung

PERMA No 1 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung

PERMA No 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung

PERMA No 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung

Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

Peraturan Mahkamah Agung

PERMA No 8 Tahun 2016

Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan
Langsung Di Lingkungan Mahkmah Agung
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung

Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing
System) Di Lingkungan Mahkmah Agung Dan
Badan Peradilan Di Bawahnya

10.

MAKLUMAT

Maklumat Nomor1l
/Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang
Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan
Dibawahnya

11

Surat Sekretaris Mahkamah
Agung

Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/
SEK /OT.01.3

/10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan
Pengadilan Tingkat Pertama

12

Surat Sekretaris Mahkamah
Agung

Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.
173/SEK/SK/1/2022 Tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan

Tingkat Pertama
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3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur
organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam
rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur
organisasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus disusun berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka
struktur organisasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus adalah sebagai

berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS

KETUA

YOSERIZAL,SH.,MH

i

WAKIL KETUA

Hj. HERA KARTINGINGSIH
,SH,MH

SEKRETARIS

HENNY WIDYASTUT]I, SH., MH

I

UMUM

KEPALA BAGIAN

GARIS KOMANDO 1. KARIER
TTTTTTTTTTTTTY GARIS KOORDINASI
PANITERA
Yoo SAHAT U.M.
' ‘ HUTAGALUNG,SH.MH
FEETSSTTSTSETTS S TS S TTI SRS ST TES TS ST EgRTE ST Y SgTE ST Y
1 1 U L 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
PANITERA PANITERA
PANITERA PANITER PANITERA MUDA MUDA
MUDA A MUDA MUDA TINDAK PENGADILAN
PIDANA PERDATA HUKUM PIDANA HUBUNGAN
KORUPSI INDUSRIAL

 A—— —

1. PANITERA PENGGANTI

2. JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI

3. PRANATA PERADILAN

1
KEPALA SUB kepatasue | I} KEPALA SUB
BAGIAN 1 BAGIAN
PERENCANAA B?:,:.:N | | KEPEGAWAIA
N TEKNOLOGI I | N, ORGANISASI
INFORMASI USAHA DAN : DAN TATA
DAN KEUANGAN 1 LAKSANA
PELAPORAN H

1. ARSIPARIS

2. PUSTAKAWAN

3. BENDAHARA

4. PRANATA
KOMPUTER
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BAB IV
TARGET KINERJA
DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan
tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa,
Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

a) Meningkatnya penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bandung.

b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan

dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung.

c) terselesaikannya pelayanan hukum yang cepat, transparan dan akuntabel.
Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik

atas layanan peradilan.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus termasuk dalam scope lingkungan
peradilan umum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan
Negeri Bandung Kelas IA Khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator

dan target kinerja.

Terdapat perubahan hasil reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik
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Indonesia yang sebelumnya terdiri dari 5 sasaran kinerja stra

sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RepuB
nomor 173/SEK/SK/1/2022 tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sehingga penetapan target kinerja Pengadilan
Negeri Bandung harus dirubah seiring perubahan yang ada dalam tujuan, sasaran
strategis dan Indikator Kinerja Utama. Menindaklanjuti hal ini maka Pengadilan
Negeri Bandung telah melakukan reviu perubahan Indikator Kinerja Utama melalui
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor
W11.U1/249/KP.05.6/SK/1/2023 tentang Penetapan Dokumen Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung 2020-2024 memiliki 2 tabel
komponen Renstra yang berbeda, dimana table pertama berisi tujuan, sasaran
strategis, Indikator Kinerja Utama dan target kinerja dari tahun 2020, 2021 dan 2022
sedangkan table kedua berisi tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama dan

target kinerja tahun 2023 dan 2024.
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Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Neg

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAR

Reviu sebelumnya:

Tabel : 4

Terwujudnya Terwujudnya proses peradilan yang pasti, a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100%

kepercayaan transparan dan akuntabel

masyarakat b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100% 100% 100% 100% 100%

terhadap  sistem waktu

peradilan m%'_ilﬂlli c. Persentase penurunan sisa perkara 10% 10% 10% 10% 10%

proses  peradilan

yang pasti, d. Persentase perkara yang tidak mengajukan

transparan dan upaya hukum:

akuntabel. 1) Banding 70% 74% 78% 82% 86%
2) Kasasi 80% 83% 85% 88% 90%
3) Peninjauan Kembali 90% 92% 94% 96% 98%
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang 5% 8% 10% 13% 15%
Diselesaikan dengan diversi
f. Indeks responden pencari keadilan yang 95% 96% 97% 98% 99%
puas terhadap layanan peradilan

Terwujudnya Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase penyelesaian minutasi perkara 100% 100% 100% 100% 100%

penyederhanaan penyelesaian perkara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan

proses

penanganan b. Persentase perkara yang diselesaikan 5% 6% 7% 8% 9%

perkara melalui melalui mediasi

pemanfaatan

Tekhnologi

Terwujudnya Meningkatnya akses peradilan bagi a. Persentase  perkara prodeo yang 100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan diselesaikan

peradilan bagi b.  Persentase perkara permohonan (voluntair) 100% 100% 100% 100% 100%

masyarakat miskin identitas hukum

dan terpinggirkan c. Persentase pencari keadilan golongan 100% 100% 100% 100% 100%
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum

Terwujudnya Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Persentase Putusan Perkara Perdata yang 20% 25% 30% 35% 40%

pelayanan pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Terwujudnya Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja a. Persentase pengaduan yang dapat 100% 100% 100% 100% 100%

kinerja aparat aparat peradilan secara optimal baik internal ditindaklanjuti

peradillan yang maupun eksternal b. Persentase pengaduan yang selesai 100% 100% 100% 100% 100%

sesuai dengan ditindaklanjuti dan dipublikasikan

bidang tugasnya.
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Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri

HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARG

Reviu Perubahan:

Tabel: 5

Terwujudnya Terwujudnya proses peradilan yang . Persentase perkara yang diselesaikan tepat 100% 100% | 100% 100% 100%
kepercayaan pasti, transparan dan akuntabel waktu
masyarakat . Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan - - - 3% 3%
terhadap sistem keadilan restoratif
peradilan melalui . Persentase perkara yang tidak mengajukan 70% 74% 78% 78% 78%
proses peradllap upaya hukum banding
yang pasti, . Persentase perkara yang tidak mengajukan 80% 83% 85% 85% 85%
transparan  dan upaya hukum Kasasi
kuntabel. pay -
a . Persentase perkara pidana anak yang 5% 8% 10% 10% 10%
diselesaikan dengan diversi
. Index persepsi pencari keadilan yang puas 95% 96% 97% 93% 93%
terhadap layanan peradilan
Terwujudnya Peningkatan  efektifitas  pengelolaan . Persentase salinan putusan yang dikirim kepada - - - 100% 100%
penyederhanaan penyelesaian perkara para pihak tepat waktu
gre%zerfganan . Persen_tase _pe_rkara yang diselesaikan 5% 6% 7% 7% 7%
perkara melalui melalui mediasi (perdamaian)
pemanfaatan
Teknologi
Terwujudnya Meningkatnya akses peradilan bagi . Persentase  perkara prodeo yang 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan diselesaikan
peradilan  bagi . Persentase perkara yang diselesaikan di - - - - -
masyarakat luar gedung pengadilan
miskin  dan . Persentase pencari keadilan golongan - - - 100% 100%
terpinggirkan tertentu yang mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
Terwujudnya Meningkatnya  kepatuhan  terhadap . Persentase putusan perkara perdata 20% 25% 30% 30% 30%
pelayanan putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
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4.2 KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam pe
target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan,
yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target -
target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait
dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan
untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang
diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, untuk
periode Renstra Tahun 2020 - 2024 Tahun Anggaran 2023 dianggarkan melalui dua
DIPA. DIPA 01 sebesar Rp.31.001.173.000,- dan DIPA 03 sebesar Rp.1.038.920.000,-.

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Tahun Anggaran 2023 mendapat
Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.097514/2023 Badan Urusan Administrasi sebagai
berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp.
24.955.698.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta
Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) Perencanaan Anggaran

Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut:

NO Jenis Belanja Pagu
(Rp)
Gaji dan Tunjangan

1 Belanja Gaji Pokok PNS 7.116.249.000
2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 80.000
3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 563.687.000
4 Belanja Tunj. Anak PNS 163.752.000
5 Belanja Tunj. Struktural PNS 64.750.000
6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.130.190.000
7 Belanja Tunj. PPh PNS 1.299.039.000
8 Belanja Tunj. Beras PNS 322.413.000
9 Belanja Uang Makan PNS 1.275.648.000
10 Belanja Tunjangan Umum PNS 50.890.000
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b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharae

anggaran sebesar Rp 3.660.472.000,- ( Tiga Milyar Enam Ratus Ena
Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagai berikut:

Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1 Belanja Keperluan Perkantoran 1.353.904.000
2 Belanja Langganan Daya dan Jasa 260.294.000
3 Belanja Pemeliharaan Kantor 1.255.246.000
4 Belanja Pembayaran Terkait Pelaksanaa Operasional 204.228.000
5 Belanja Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 540.000.000
6 Belanja Koordinasi ke Pusat/Banding/Pertama 40.800.000
7 Belanja Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL 6.000.000
c. Untuk Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
adalah Rp 3.738.000,- ( Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga puluh delapan Ribu Rupiah)
Belanja Non Operasional Satker Daerah sebagai berikut:
PAGU
NO ENIS BELANJA
) ) (Rp)
Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung
1 Belanja Peralatan dan Mesin 3.738.000
ekstrakomptable

2. Program peningkatan manajemen peradilan umum

Nomor DIPA 005.03.2.099068 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
mendapat Pagu Sebesar 1.010.010.000,-. (Satu Milyar Sepuluh Juta Sepuluh Ribu
Rupiah) sebagai berikut:

NO JENIS BELANJA PAGU
(RP)
1049 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1.010.010.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
1049.003 Pos Bantuan Hukum 72.000.000
1 Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama 528.000.000
2 Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat 178.200.000
pertama
Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat pertama 229.800.000
4 Pembebasan biaya perkara 2.010.000
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BAB YV
PENUTUP

Renstra Tahun 2015 - 2019 pada tahun 2023 diarahkan untuk merespon berbagai
tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik
yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan,
program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima
tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus harus
terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka
dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan
terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan
Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus memiliki pedoman yang dapat dijadikan
penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu
2020- 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dapat

terwujud dengan baik.
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MATRIKS REVIU TAHUN 2023 RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANDUNG K

Instansi : Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Yang Agung.
Misi
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
TARGET (%)
TUJUAN TARGET SASARAN STRATEGIS
"o URAIAN | INDIKATOR S r— INDIKATOR 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR TARGET RP
KINERJA KINERJA KEGIATAN (%)
1 Terwujudnya Persentase 100 Terwujudnya Persentase perkara 100 100 100 100 100 Program Penyelesaian Terselenggaranya 100
kepercayaan para pihak proses Ya”k% diselesaikan tepat dukungan perkara administrasi dan
masyarakat yang percaya Peradilan yang el manajemen pidana, pengelolaan (DIPA 01)
terhadap terhadap pasti, dan perdata, PHI, keuangan BUA 31.001.173.000
sistem sistem Transparan pelaksanaan Tipikor.
peradilan peradilan dan Akuntabel Jumlah Putusan yang 3 3 tugas teknis Penyelesaian
melalui proses menggunak pendekatan lainnya perkara (DIPA 03)
PRI e keadilan restoratif pidana, 1.038.920.000
pasti, perdata, PHI,
transparan dan Tipikor
akuntabel. Persentase perkara 70 74 78 78 78 Penurunan
yang tidak mengajukan sisa perkara
upaya hukum banding perdata,
pidana,
Tipikor
Persentase perkara 80 83 85 85 85 Perkara
yang tidak mengajukan perdata
upaya hukum Kasasi pidana 'PHI
Tipikor yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
kasasi
Persentase perkara 5 8 10 10 10 Perkara Pidana
pidana anak yang Anak yang
diselesaikan dengan diselesaikan
diversi dengan Diversi
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Index persepsi pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan

Index
responden
pencari
keadilan yang

peradilan puas terhadap
layanan
peradilan
Terwujudnya Persentase 100 Peningkatan Persentase salinan Isi Putusan yang 100
penyederhanaan | perkara yang Efektifitas putusan yang dikirim 100 100 diterima oleh
proses diselesaikan Pengelolaan ki ra pihak para pihak
penanganan tepat waktu Penyelesaian t ee paatd \?v:katua piha Tepat waktu
perkara melalui Perkara 2
pemanfaatan
Tehnologi
Persentase Perkara yang
perkara yang 5 6 7 7 7 diselesaikan
diselesaikan melalui mediasi
melalui mediasi
(perdamaian)
Terwujudnya Persentase 100 Meningkatnya Persentase perkara Peningkatan a.perkara Terselenggara 100
pelayanan akses | perkara yang akses Peradilan prodeo yang 100 100 100 100 100 Manajemen prodeo yang  |nya tertib
peradilan bagi diselesaikan bagi mastarakat diselesaikan diseleaikan admnistrasi
masyarakat miskin dan perkara di
miskin dan terpinggirkan Iingku_ngan
terpinggirkan peradilan umum
Persentase perkara b. Perkara
yang diselesaikan di - - - - - _p:jem:_ct)honan
; identitas
luar gedung pengadilan hulum
Persentase pencari ¢. Pencari
keadilan golongan 100 100 keadilan
tertentu yang 'Grg:?:r?tan
mendapat layanan yang u
bantuan hukum mendapat
(Posbakum) layanan
bantuan
Hukum
(Posbakum)
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SAHAT U. M. HUTAGALUNG, S.H., M.H.
NIP.19640106 199603 1 001

Terwujudnya Persentase 30 Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Putusan Perkara
pelayanan putusan Kepatuhan Perdata yang ditindaklanjuti 20 25 30 30 Perdata yang
perkaramperdata Terhadap (Eksekusi) ditindaklanjuti
yang Putusan (Eksekusi)
ditindaklanjuti Pengadilan
Bandung, 4 Januari 2023
Panitera Sekretaris

/h

HENNY WIDYASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 19731116 199903 2 002
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LAMPIRAN




PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS IA KHUSUS

Nomor : W11.U1/ /KP.04.04/1/2023

Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS

Menimbang

Mengingat

o

TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,
maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas
1A Khusus yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung
Tahun 2020-2024;

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang
cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Bandung Kelas 1A Khusus tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun 2023

Undang-Undang Rl nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang
nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
nomor 14 Tahun 1985 tengtang Mahkamah Agung;

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014;

Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun2006 tentang pelaporan keuangan
dan kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi pemerintah;
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Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

7. Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 202
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor
4 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-
2024;

11. Peraturan Menteri Perencaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5
Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

12. Keputusan \sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor

237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana \strategis Mahkamah Agung Tahun
2020-2024.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A
KHUSUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA
STRATEGIS PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS
TAHUN 2023.

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung
Kelas 1A Khusus Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan
Negeri Bandung Kelas 1A Khusus.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Tahun
Anggaran 2023.
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Keempat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal "OWel8
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan 08

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Bandung

Pada tanggal : 3 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI
BANDUNG KELAS IA KHUSUS

# JNOSERIZAL. S.H, M.H.
Nip. 19670913 199212 1 001
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Lampiran 1

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas
Tentang Pembentukan Tim Perumus Rencana Strategis Pengadilan Nege

Kelas 1A Khusus Tahun 2023

No NAMA JABATAN JABATAN DALAM TIM

1 | Hj. HERA KARTININGSIH, SH., MH. WAKIL KETUA PEMBINA

2 | AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum. HAKIM PENANGGUNGJAWAB
SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH., MH. | PANITERA \F;E'E‘)%’;‘ELAH BIDANG

4 | HENNY WIDYASTUTI, SH., MH. SEKRETARIS PENGARAH BIDANG

5 | BUDI RISMAN, SH. KEPALA BAGIAN UMUM PELAKSANA

6 | Drs. DADANG SUDRAJAT PANMUD HUKUM TIM PENGOLAH DATA

7 | AHMAD HALIMUDDIN KA. SUB BAGIAN PTIP SEKRETARIAT

8 | RIYANTI ANDRIYASARI, S.Kom. PRANATA KOMPUTER SEKRETARIAT

9 | RINA NURLIANTI PELAKSANA SEKRETARIAT

10 | R. JAKA SETIAWAN PELAKSANA SEKRETARIAT

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal
ETUA PENGADILAN N

: 3 Januari 2023

Nip. 19670913 199212 1 001
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